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ABSTRAK:

CATATAN:

kemajuan dalam perkembangan dan meningkatnya kegiatan usaha dibidang
Telekomunikasi yang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat
terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara. mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan
berbagai sarana pendukungnya, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan
masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan
pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu oleh Pemerintah
Daerah. Dan untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian
menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan
dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.
Sehingga, perlunya penetapan Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi
Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu
Peraturan Daerah.
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Peraturan daerah ini berisi tentang Penataan dan Pemanfaatan Menara
Telekomunikasi di wilayah Kab.Kutai Kartanegara dengan menetapkan istilah yang
digunakan dalam pengaturanya sebagai berikut: ketentuan umum, ketentuan
pembangunan menara, penggunaan menara bersama, penyewaan menara
bersama, ketentuan perizinan, biaya, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan,
ketentuan pidana, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan
peralihan, dan penutup.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

22 him



